BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Peranan Komisi
Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, maka dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Peranan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat dalam mewujudkan
transparansi publik telah dilaksanakan sesuai dengan amanat Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008. Komisi Informasi berperan penting dalam
menjamin hak masyarakat atas informasi publik, menyelesaikan sengketa
informasi melalui mekanisme mediasi dan ajudikasi nonlitigasi,
mendorong transparansi dan akuntabilitas badan publik, serta
melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi
publik. Melalui peran tersebut, Komisi Informasi menjadi instrumen
strategis dalam mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang
terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Sumatera
Barat dalam mewujudkan transparansi publik masih cukup kompleks.
Kendala tersebut antara lain keterbatasan kewenangan Komisi Informasi
dalam mengeksekusi putusan yang telah bersifat final dan mengikat,
rendahnya tingkat kepatuhan badan publik terhadap kewajiban
keterbukaan informasi, masih kuatnya budaya birokrasi yang tertutup,

serta lemahnya koordinasi dan dukungan antar lembaga. Kendala-kendala
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tersebut menyebabkan pelaksanaan keterbukaan informasi publik belum
berjalan secara efektif dan merata.

3. Upaya-upaya yang dilakukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
untuk mengatasi kendala-kendala tersebut dilakukan melalui berbagai
strategi, antara lain mendorong revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 agar memperkuat kewenangan Komisi Informasi, pelaksanaan
monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, peningkatan sosialisasi dan
perubahan mindset birokrasi menuju keterbukaan, serta harmonisasi
hubungan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta lembaga terkait.
Upaya-upaya ini menunjukkan komitmen Komisi Informasi Provinsi
Sumatera Barat dalam memperkuat transparansi publik meskipun
dihadapkan pada berbagai keterbatasan struktural dan kultural.

Secara keseluruhan, Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah
menjalankan perannya secara normatif dan fungsional, namun efektivitas
pelaksanaan keterbukaan informasi publik masih memerlukan dukungan regulasi
yang lebih kuat, komitmen badan publik, serta peningkatan kesadaran dan
partisipasi masyarakat agar tujuan transparansi publik sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dapat terwujud secara optimal.
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B. Saran

Berdasarkan simpulan penelitian mengenai Peranan Komisi Informasi Provinsi

Sumatera Barat dalam Mewujudkan Transparansi Publik Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka

penulis memberikan saran sebagai berikut:

1.

Kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat

Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat terus
meningkatkan kinerja dan perannya melalui penguatan kapasitas
kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta
optimalisasi kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi
publik. Selain itu, Komisi Informasi perlu memperluas sosialisasi kepada
badan publik dan masyarakat agar pemahaman terhadap hak dan
kewajiban keterbukaan informasi publik semakin meningkat.

Kepada Badan Publik di Provinsi Sumatera Barat

Badan publik diharapkan memiliki komitmen yang lebih kuat dalam
melaksanakan keterbukaan informasi publik sebagai kewajiban hukum,
bukan sekadar formalitas administratif. Badan publik perlu
mengoptimalkan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID), memperbarui informasi secara berkala, serta memberikan
pelayanan informasi yang cepat, tepat, dan tidak diskriminatif sesuai
dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Kepada Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan literasi

informasi mengenai hak atas informasi publik, serta memanfaatkan
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mekanisme permohonan dan penyelesaian sengketa informasi secara aktif
dan bertanggung jawab. Partisipasi masyarakat yang aktif dalam
mengawasi penyelenggaraan pemerintahan melalui keterbukaan informasi
publik merupakan salah satu kunci terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas pemerintahan daerah.

Kepada Peneliti Selanjutnya

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam
efektivitas putusan Komisi Informasi serta membandingkan peran Komisi
Informasi antar provinsi dalam mewujudkan transparansi publik. Selain
itu, penelitian lanjutan dapat mengintegrasikan pendekatan empiris yang
lebih luas untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai

implementasi keterbukaan informasi publik di tingkat daerah.
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